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ORGANISASI DAN TATA KERJA

TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BENGKAYANG

BUPATI BENGKAYANG,

ba ‘wa dalam rangka
refolrrnasi birokrasi di

HMAT TUHAN YANG MAHA ESA

pelaksanaan kebijakan
lingkungan instansi

penperintah, perlu dilakukan penataan susunan
organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Bengkayq.ng;

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan

Pa 8 Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 25

Tal;un 2021 tentang Dinag Penenaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu

ket?ntuan mengenai

Pintu yang menyatakan

kedudukan, susunan

organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja
DPMPTSP ditetapkan dengan Peraturan Kepala

Da,Trah .

ba}}wa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

din}aksud dalam huruf

a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur

Organisasi dan Tata Kerja
dan Pelayanan Terpadu
Bengkayang.

Dinas Penanaman Modal
Satu Pintu Kabupaten

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupater
Bengkayang (Lembaran Neé
Tahun 1999 Nomor 44

1 Daerah Tingkat I
zgara Republik Indonesia
Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesid Nomor 3823);

Undang-Undang Nomor 2
Penyelenggaraan Negara
dari Korupsi, Kolusi dar

Ta rpbahan Lembaran Ne

8 Tahun 1999 tentang
yang Bersih dan Bebas
1 Nepotisme (Lembaran

ara Republik Indonesia

Negara Republik Indonesi% Tahun 1999 Nomor 75,

Nomor 3851) sebagaimar

a telah diubah dengan

Un@ang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang

Komisi Pemberantasan
(Lefnbaran Negara Republi
Nomor 137, Tambahan Le
Indonesia Nomor 4250);

Tindak Pidana Korupsi

k Indonesia Tahun 2002
mbaran Negara Republik

|

|

|
I |
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 4724)
seba'gaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 | tentang Cipta Kerja
(Lem{baran Negara Republik| Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

4, Und%ng-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009
Lembaran Negara Republik

omor 112, Tambahan
Indonesia Nomor 5038);
» Tahun 2011 tentang
Pempentukan Peraturan | Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
yagaimana telah diubah
ir dengan Undang-

tentang Pembentukan
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 148, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Ln 'ang-Undang Nomor § Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 |Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7 i) Un(iang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang
Pen?erintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebfxgairnana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang [Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuarigan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Dgerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Perperintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indpnesia Tahun 2022 | Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)

9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tazun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesja Tahun 2012 Nomor
215, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5357);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

terxft.ang' Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Repubhk Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,

eraturan Perundang-

Tahun 2022 tentang

{
|
|
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Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana
Peraturan Pemerin

tentang Perubahan Atas

Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik ndonesia Tahun 2019

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik

indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan roduk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

; Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
1 Peraturan Menteri Dalam N geri Nomor 120 Tahun
2018| tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dal Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk H m Daerah (Berita

Negara Republik I[ndonesia Tahun 2018 Nomor

157);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan

| Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang

! Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam

' Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nombpr 525);

13. Per turan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi
Pemerintah Untuk Peny ederhanaan Birokrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 546);

} 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun

| 2021 tentang Dinas Pe¢nanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);

15. Peraturan Daerah Nomor [11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bengkayang (Lembaran  Daerah

; Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11,

Tarlhbahan Lembaran | Daerah  Kabupaten

Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah

Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga

Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah

Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Bengkayang Nomor 4).

\'
|
|
|
|
|
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:
I

: PERATURAN  BUPATI

TENTANG

STRUKTUR

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BENGKAYANG.

{ BAB 1
'KETENTUAN UMUM

|
! Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

o e

10.

11.

12.

13.

14.

Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara
Pemerintah dan DPRD menurut asas otonom

urusan Pemerintah oleh
dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip

Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun
Pemerintah Daerah
unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
Kabupaten adalah Kabupaten Bengkayang.
Bupati adalah Bupati|Bengkayang.
Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupa
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Ter
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanarn
Kabupaten Bengkayang.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanam
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang.
Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutny
Unsur Pelaksana

1945.

Bupati dan Perangkat Daerah sebagai

ten Bengkayang.

padu Satu Pintu adalah
 Terpadu Satu Pintu
an Modal dan Pelayanan

a disingkat UPTD adalah

perasional Dinas Pgnanaman Modal dan

Pelavanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang yang berada di
|

Kecamatan. ;

Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil adalah kedudukan yang
menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang

Pegawai Negeri Sipil dalam rangka mﬁ
organisasi. f

mimpin suatu satuan

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi
dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi

pemerintahan dan pembangunan.
Jabatan Fungsional adalah jabatan untuk

melaksanakan sebagian

tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan
Administrasi pada pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan

Fungsional pada pe
Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB 11
KEDUDUKAN, TUGAS POK
FUNGS

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

erintah Kabupaten Bengkayang.

OK,

DAN STRUKTUR ORGANISAS]

Di

pindai dengan CamScanner
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| Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

| Bengkayang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada

\ Bupati dan secara teknis Administrasi mendapat pembinaan dari
| Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
gas Pokok Dan Fungsi

|

\ Pasal 3

. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpady Satu Pintu Kabupaten
Bengkayang mempunyai tugas pokok membant Bupati melaksanakan
urusan pemerintahan di bidang Penanaman serta di bidang

. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi Kewenangan Pemerintah

* Kabupaten.

\ Pasal 4

 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
" maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1 Kabupaten menyelenggarakan fungsi sebagai berjkut:
a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal
dan pelayanan terpadu satu pintu;
, b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan
'] terpadu satu pintu; |
’ c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan
‘ pelayanan terpadu satu pintu;
‘ d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan
': pelayanan terpadu satu Pintu, dan
e. pelaksanaan fungsi lain oleh Bupati di bidang penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu.

Bagian Ketiga
Struktur Organisasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

{1) Struktur Organisasi Qinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Bengkayang, terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi;

1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian.

c. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
d. Kclompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Bengkayang sebagaimana tercantum pada

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 6

9]
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Kepala Dinas sebagaim dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a,
adalah unsur pimpinan yang mempunyai tuga memimpin, membina,
mengkoordinasikan, menyelenggarakan tugas P kok dan Fungsi Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Hintu, mengevaluasi dan
mengendalikan kegiatan Dinas Penanaman Modal/dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Bengkayang berdasarkan| Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku serta berdasarkan kebijakan Bupati.

.: Paragraf 3
« | Sekretariat

Pasal 7

(1) Sekretaniat sebagaimaxia dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b,
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas da]am hg.l
mempersiapkan perangkat pelayanan, petunjuk teknis administrasi,
pengkoordinasian perencanaan program, pengelolaan urusan rumah
tangga, perlengkapan, kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, surat
menyurat, perjalanan inas dan protokoler.

(2) Sekretariat sebagaima'rna dimaksud pada gdyat (1), dipimpin oleh
seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

T Pasal 8

Untuk melaksanakan tug*as pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (1), Sekretariat meny}elenggarakan fungsi sepagai berikut :

a. pelaksanaan penyusunan rencana dan | program kerja serta
l pengelolaan pelayan kesekretariatan;
| b. pengkoordinasian perjyusunan rencana dan program kerja Dinas;

3 c. penyelenggaraan pengelolaan, Iqerumahtanggaa.n dan
|

perlengkapan;
d. pengelolaan administ asi kepegawaian, ketat usahaan, keuangan dan
pembinaan organisasi di bidang kesekretariatan;
‘ e. pelaksanaan pembinaan kebendaharawan dan PPTK di lingkungan
5 Dinas;
| f. pelaksanaan evaluaﬁi dan pelaporan tugas pengelolan pelayanan
kesekretariatan; ,
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
Dinas; ?
h. pengkoordinasian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di
lingkungan Dinas;
i. pengkoordinasian penyusunan laporan keuangan SKPD Dinas;
j. pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di
lingkungan Dinas; d
k. pelaksanaan tugas lqin dibidang kesekretariatan yang diberikan oieh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

¥ Pasal 9

(1) Sekretariat scbagai;‘nana dimaksud dal Pasal 7 ayat (1),
membawahi Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian.

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada| ayat (1), dipimpin oleh
seorang Kepala §ub Bagian yang |berada dibawah dan
bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris.

|
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Pasal 10

(1) Bub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian sebagaimana

(2)

(1)

(1)

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), m

empunyai tugas pokok

men # 3 3 2
yelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, inventarisasi

barang, rumah tangga, perlengkapan, perj

alanan dinas kerjasama,

gukum, h_ubungan masyarakat, keprotokolan, arsip, dan
okumentasi serta pengelolaan adminietrasi kepegawaian dan

ketatalaksanaan.

Untuk melakanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Sub Bagian | Administrasi Umum dan Kepegawaian

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. penyusunan rencana Kkegiatan dan a

Administrasi Umum dan Kepegawaian;

pog

iggaran Sub Bagian

pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan;
Pelaksanaan penatausahaan dan inventarisasi barang; ;
pelayanan admini trasi perjalanan dinas, pelayanan akomodasi

tamu, hubungan rgxasyarakat dan keprotokolan;

>

pengelolaan urusan rum
lingkungan kanto

f. penyiapan bahan, dan menyusun reng

pengembangan pegawai;
g. penyiapan bahaq

kepegawaian meliputi kenaikan pangkat,
pemberhentian, mutasi, pensiun dan cutij
ahan dan melaksanakan pembinaan pegawal
pengawasan melekat,

h. penyiapan b
meliputi pembinaan disiplin,
kesejahteraan, pemberian tanda
kedudukan hukum pegawai,

i. penyiapan bahan, telaahan dan mela
peraturan perundang-undangan serta
dan ketatalaksanaan;

j. peny:apan bahan dan mengelola tat

meliputi Daftar | Urut Kepangkatan,
kepegawaian dan ]rekapitulasi absensi;

ah tangga, keamanan dan kebersihan

tana kebutuhan dan

dan melaksanakan| proses administrasi

kenaikan gaji berkala,

/penghargaan  dan

sanakan penyusunan
valuasi kelembagaan

usaha kepegawaian
dokumentasi berkas

k. penyusunan Star.frtdar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub
Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;

. pelaporan dan ertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas
kepada pimpinan sesuai standar yang ditetapkan; dan

m. pelaksanaan fun si lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai

bidang tugas.

Paragraf 4
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 11

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) seba
Pasal 5 ayat (1) hurFf c, dipimpin oleh se
dibawah dan bertanggungjawab kepada Ke

[ Pasal 12

(UPTD)

imana dimaksud dalam
ang kepala yang berada
a Dinas.

Unit Pelaksanaan Teimis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis
|

i
| 7
|
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fé

b

"C’r?&

Dinas yang wilayah ketjanya meliputi 1 (satu) atau beberapa wilayah

Kecamatan.

(2) Ketentuan mengenai pembentukan, tugas, fu
dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah
pada ayat (1) diatur depgan Peraturan Bupati

Paragraf 5

gsi, struktur organisasi
ebagaimana dimaksud

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsipnal sebagaimana dim
(1) huruf d, terdiri dari sejumlah Pegawai ASN
Fungsional tertentu berda]sarkan keahlian dan ke

} Pasal 14

{
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
13, yang diangkat berdasarkan penyetaraan

sud dalam Pasal 5 ayat
dalam jenjang Jabatan
terampilan tertentu.

dimaksud dalam Pasal
jabatan melaksanakan

tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan

teknis fungsional.
(2) Kelompok Jabatan
berkedudukan dibawah dan bertanggung

:ngsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

jawab secara langsung

kepada Pejabat Pimpi.ran Tinggi Pratama, Pgjabat Administrator dan

Pejabat Pengawas.

(3) Dalam masa transisiL dapat ditetapkan Koordinator dan/atau Sub

Koordinator kelompok Jabatan Fungsional

untuk tugas atau fungsi

tertentu vang dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat

pelaksana senior yan ditunjuk.

{4) Penetapan,

—

rincian tugas dan fungsi koordinasi,

tugas tambahan

serta pengelolaan kegiatan Koordinator dan/atau Sub Koordinator
kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepald Dinas sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.
Pejabat Administrasi
melaksanakan mek

sesuai dengan bidang tugasnya, sampai

.y
@

mengatur mengenai penyederhanaan birokr.

(6) Pelaksanaan mekanisme koordinasi d
sebagaimana dimaksud pada ayat ({5)

yang mengalami
isme koordinasi dan pengelolaan kegiatan

penyetaraan jabatan

dengan peraturan yang
si ditetapkan.
pengelolaan kegiatan

erupakan pelimpahan

sebagian kewenangan yang diberikan oleh pejabat pimpinan tinggi

pratama sesuai dengan ketentuan peratur
(7) Pelaksanaan mekanisme koordinasi

dan

perundang-undangan.
pengelolaan kegiatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan nilai Angka Kredit

25% (dua puluh lima persen) dari Angka

kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi d

Kredit Kumulatif untuk
an diakui sebagai tugas

pokok dalam penetapan Angka Kredit, yang diperhitungkan sebagai
unsur utama meliputi tugas pokok dan pengembangan profesi.

] Pasal 15

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaiman

13, yang diangkat melalui penyesuaian/
dibawah dan bertanggung jawab secara 1

Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Adm

A dimaksud dalam Pasal
inpassing berkedudukan
angsung kepada Pejabat
Inistrator, atau Pejabat

Dipindai dengan CamScanner
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(2)

)

(1)

(2)

(3)

(1

(2

(3

~—

Pengawas yang memiliki keterkaitan deng pelaksanaan tugas
Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Kclorppok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan
keahlian dan kctcram'pilan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. ,

Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan
pDeraturan perundangjmdangan.

; Pasal 16

Pada masa transisi, Rejabat Administrasi yapg belum diangkat dan
dilantik kedalam Jabatan Fungsional melalui mekanisme penyetaraan
jabatan diberikan penghasilan yang sama dengan jabatan yang
diduduki sebelumnya sampai dengan difetapkannya Kketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan penghasilan
penyetaraan jabatan. Jan
Penetapan kelas Jabatan Fungsional yang ak diduduki disetarakan
dengan kelas Jabat Administrasi yang| diduduki sebelumnya
sampai dengan ditetapkannya ketentuan p nghasilan penyetaraan
jabatan. '
Dalam hal Jabatan Fungsional yang akan| diduduki sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memiliki kelas jabatan yang lebih tinggi, kelas
JF penyetaraan jabatan mengikuti peratur perundang-undangan
yang mengatur rnenngai kelas Jabatan Fungsional tersebut.

BAB III
TATA KERJA DAN PELAPORAN

. Bagian Kesatu
Tata Kerja

[
|
} Pasal 17
Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan struktural
dan Jabatan Fungsional wajib melaksanakan koordinasi, integrasi
dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun
antar satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Setiap pimpinan unit kerja wajib melaksanakan tugas memimpin dan
memberikan petunjuk kerja kepada bawmhannya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Seluruh pejabat struktural wajib melaksanakan fungsi pelayanan
publik, pergawasan melekat (waskat) dan sistem pengawasan intern
dalam satuan kerja) masing-masing dan mengambil langkah yang
dipertukan untuk prmye‘lesaian masalah gesuai dengan ketentuan
peraturan perundanf-undangan.

Bagian Kedua
Pelaporan

| Pasal 18

Kepala Dinas wajib} menyampaikan lapordn pelaksanaan tugasnya

secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada
Bupati melalui Sektharis Daerah.
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{31

Kepala Dinas wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah secara tr;pat akt?l yaﬁg disugun
berfiasarl.xan_ketentu peraturan perundang-undangan.

Setiap pimpinan unit kerja wajib mematuhi petunjuk kerja yang
diberikan sesuai ketentuan dan wajib menyampaikan laporan
pelaksanaan tugas baik secara periodik maupuin sewaktu-waktu dan
tepat waktu kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengolah lappran yang diterima dari
bawahan dan menggunakannva sebagai bahan evaluasi dan bahan
pertimbangan dalam perumusan kebijakan lebih lanjut.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pelaksanaan program ;berdasarka'n tugas desentralisasi dibebanian

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daer

Pelaksanaan program, berdasarkan tugas dekonsentrasi dan tugas
pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara. 1 |
Laporan pengelolaan anggaran terhadap tugas dekonsentrasi dan
tugas pembantuan se}:lain disampaikan kepada Pemerintah Pusat,
juga wajib disampaikan kepada Bupati.

' BAB V
. KEPEGAWAIAN

Pasal 20

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan o eh Bupati dari Pegawai

ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undang

(2) Jabatan Administrasi dan JF diangkat dari Pegawai ASN yan
il g

memenuhi persyara sesuai ketentuan | peraturan perundang-
undangan.

(3) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Dinas memperhatikan

syarat dan Kkompetensi jabatan sesuai| ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier, masa jabatan

{3

Ad

peraturan perundang-undangan.

bagi Pegawai ASN dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Formasi Pegawai ASN disusun berdasarkan analisis beban kerja
dengan memperhatikan sifat dan jenis pekerjaan, prinsip
pelaksanaan dan peralatan yang tersedia.

BAB VI
P(ETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Dalam rangka pe]aksanpan tugas dan fungsinya, agar seluruh Pejabat

ministrasi dan Pejabat Fungsional berpedoman pada ketentuan

i
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Tata Kerja Dinas Penan

r——

‘ Pada saat Peraturan Bup
‘ Nomor 81 Tahun 2021 ter

KI%TENTUAN PERALIHAN

Pada saat Peraturan Bu

pejabat yang memangku jabatan di lingkungan D
dan Pelayanan Terpadu | Satu Pintu sebagain
'. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2021 tentang §

K

BAB VII

Pasal 22

ati ini mulai berlaku

BAB VIII

Pasal 23

=‘ Penanaman Modal dan

81) dicabut dan dinyatak

;‘ \ Bengkayang (Berita Daer;h
‘ n

tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
Agar setiap orang mengetahuinya,

ETENTUAN PENUTUP

ati ini mulai berlaku,
1tang Struktur Organis
Pelayanan Terpadu
Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor

seluruh ASN beserta
inas Penanaman Modal
yana dimaksud dalam
struktur Organisasi dan

aman Modal dan Pelayarian Terpadu Satu Pintu
i Kabupate‘n Bengkayang tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai
dengan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

si dan Tata Kerja Dinas

F’naka Peraturan Bupati
Satu Pintu Kabupaten

diundangkan.

memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Bengkayang.

Diubdangkan di Bengkayang
Pada tanggal 2022

|
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPA EN BENGKAYANG,

|

AHMAD PRIYONO

lr:li
\

ERITA DAERAH KABUPATEN

Ditetapk
pada tanggal 26 VeSembar

di Bengkayang

2022

BUPATI BEN(IKAYANG,

SEBAS
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